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ABSTRAK

Rizkul Karim (618110213P) Prodi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Mataram. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung
Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)”. Dibimbing oleh Ibu
Rina Rohayu dan Bapak Fahrurrozi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Ringan
di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung dan ntuk mengetahui kelebihan dalam
penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep
Desa (BSD) Desa Sintung. Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini
yaitu Bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Ringan diBale Sangkep Desa (BSD)
Desa Sintung dan Apa saja kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan
melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung. Jenis
peneliian ini adalah normatif empiris yang sumber bahan hukumnya terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan
metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yang dimana Bale Sangkep Desa
Sintung ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan
peradilan pada posisi mediator dengan dibentuknya Bale Sangkep Desa Sintung
diharapkan dalam menyelesaikan Konflik bisa dengan musyawarah untuk jalan
keluar yang lebih dan dapat diselesaikan dengan mengutamakan adanya
musyawarah, perdamaian dan saling memaafkan serta tidak tergopoh-gopoh
begitu menyerahkannya ke peradilan negara. Dengan pendekatan yang
mencerminkan kekeluargaan maka ada 5 keuntungan penyelesaian konflik melalui
mediasi  yaitu Cepat dan singkat, Sama-sama untung, Terpercaya, Adil,
Berkekuatan hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Bale Sangkep Desa



Abstract

Rizkul Karim (618110213P) Law Study .Program, Faculty of Law,
Muhammadiyah University of Mataram. Thesis title "Juridical Review of the
Settlement of Minor Crimes (Case Study of Bale Sangkep, Sintung Village,
Pringarata District, Central Lombok Regency).” Supervised by Mrs. Rina
Rohayu and Mr. Fahrurrozi.

This study aimed to determine the settlement of minor crimes in Bale Sangkep
Desa (BSD) in Sintung Village and to find out the advantages of resolving minor
crimes through the Penal Mediation route in Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung
Village. The problems addressed in this study are dealing with minor offenses in
Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung Village and the benefits of dealing with minor
offenses using the Penal Mediation method there. With the aid of qualitative data
analysis techniques. This empirical normative study uses primary. secondary. and
tertiary legal resources as its sources of information. Bale Sangkep in Sintung
Village illustrates the restorative justice concept, which, with the establishment of
Bale Sangkep in Sintung Village, places the judiciary in the role of a mediator and
expects to resolve the conflict by deliberating over alternative solutions, following
the study's findings. To discover an answer, put thought, peace, and forgiveness
first. When filing it to the state court, take your time. There are five advantages to
employing a kinship-based strategy to mediate disputes: it is quick and efficient.
equally Iucrative, dependable, fair, and carries the weight of the law.

Keywords: Settlement, Minor Crime, Bale Sangkep Desa
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan tindak pidana ringan di Indonesia kini menjadi sorotan
publik karena tidak sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang diatur.
Masalah utama, menurut beberapa analisis, adalah bahwa batas kejahatan
belum diperbarui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana saat ini
dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap adanya kesalahan penuntutan
atas pelanggaran (kerugian) yang dianggap tidak penting. Logika bahwa
penetapan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan
yang berlaku di pengadilan, meski mungkin karena alasan yang berbeda, dapat
ditemukan kembali di dalam KUHAP yang sedang berlaku di Indonesia saat
ini.!

Menurut M. Yahya Harahap, sidang pengadilan, banding, kasasi, dan
peninjauan kembali telah menemukan bahwa Tipiring adalah jenis tindak
pidana yang dapat dikategorikan sebagai acara pemeriksaan tindak pidana
ringan.? Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan tindak pidana yang termasuk dalam
pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menetapkan standar untuk

"ancaman pidana”. Sejak tahun 1960 KUHP tidak diperbarui tentang batas

pidana ringan yaitu sebesar Rp 250,- namun nominal tersebut sudah tidak

! Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindek Pidana Ringan Dalam

Proses Peradilon Pideno Lex Crimen Vol. 1V/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universites Sem Rotulongi

2 Yohya Harahop. Pembahasan Permasalshan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jokorta,

2009, him. 99.



sesuai dengan nilai mata uang saat ini. karena pada saat ini sudah hampir tidak
ada barang yang bernilai dibawah Rp 250,-. Setelah terbitnya PERMA No. 2
Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam
KUHP, dimana sebelumnya disebutkan pelanggaran ringan, nilainya kurang
dari Rp 250,- tetapi sekarang diubah menjadi Rp 2,5 juta dan ancaman
hukuman maksimum 3 bulan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat
oleh serta menggunakan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205
sampai dengan pasal 210 KUHAP. Namun untuk tindak pidana ringan ini,
hukuman maksimalnya kurang dari satu tahun, sehingga tidak dapat dilakukan
upaya hukum kasasi sehingga keadilan kepada korban masih belum terpenuhi.

Kita sadari bersama bahwa KUHAP lebih mengutamakan hak-hak
tersangka/terdakwa.® Hal ini terlihat dari beberapa penjelasan KUHAP yang
sebagian besar mendahulukan hak-hak tersangka daripada hak dan kepentingan
korban. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan yang sama antaratersangka
dan korban sehingga memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Untuk tindak pidana ringan, pengadilan bukan satu-satunya cara untuk
menyelesaikan masalah demi mempertanggungjawabkan diperbuat yang
dilakukan oleh pelaku. Selain pengadilan, terdapat alternatif penyelesaian yaitu
Alternatif Dispute Resolution yang selanjutnya disebut ADR. ADR adalah
seperangkat prosedur atau mekanisme yang dirancang untuk memberikan
alternatif atau pilihan metode penyelesaian sengketa melalui bentuk ADR guna

mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak.* Salah satu bentuk

® Dikdik M. Arief Mansur don Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejohaton.
Jakorto. PT RojoGrafindo Persado. . 2006. him. 173
* Dwi Rezki Sri Astorini. Medissi Pengadilon Solsh Satu Bentuk Penyelession Sengketo



alternatif penyelesaian sengketa publik yang paling populer adalah mediasi.
Pasal 1 Ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Di
Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi berarti: “Cara penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan
dibantu oleh mediator” Namun dalam perkara pidana dimungkinkan adanya
penyelesaian melalui Mediasi yang disebut Mediasi Penal, namun tidak semua
perkara pidana dapat diselesaikan melalui Mediasi Penal.

Namun, seperti yang Kita ketahui, hukum Indonesia menetapkan bahwa
pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi
dalam keadaan tertentu seperti norma sosial dan hukum adat, kasus ringan
dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Pelaku dan Korban. Dalam kasus
pidana, korban dikawal oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan dipimpin oleh
ketua adat atau kepala desa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tindak
pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Metode penyelesaian masalah ini,
yang disebut Mediasi Penal, sangat mendasar bagi pandangan hidup
masyarakat. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak
dapat hidup sebagai individu, mereka harus hidup berkelompok dalam
masyarakat, sehingga mereka mengharapkan perdamaian di antara para pihak.
Demi terciptanya masyarakat yang aman, damai dan sejahtera, tidak akan ada
dendam antara pelaku dan korban. Dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945
disebutkan yaitu:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkon Asas Peradilan Cepat, Sederhang, Bisya ringan. Bandung. P.T. Alumni. 2013. him. 2



“Dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa: “Dalam rangka

penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum
masyarakat dan pemerintah”.

Mediasi Penal diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif
untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat
dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian perkara.”> Masyarakat
pedesaan Sintung melihat penggunaan penyelesaian sengketa berbasis
musyawarah atau non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam
kasus perdata dan kejahatan ringan seperti perzinahan, pencurian dan
pencemaran nama baik. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung Kecamatan
Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)”.

. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka masalah
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1 Bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Ringan diBale Sangkep Desa (BSD)
DesaSintung?

2. Apa kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur

Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung?

% Ibid., hlm. 5.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep
Desa (BSD) DesaSintung
b. Untuk mengetahui kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan
melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
Sedangkan untuk efek akademis, hasil penelitian tersebut dapat
menjadi acuan bagi perkembangan ilmu hukum, dan diharapkan juga

dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum di

masa yang akan datang.

1) Memberikan informasi melalui mediasi penal mengenai teknik
penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh lembaga sengketa adat Bale
Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.

2) Dapat memperkaya teori guna mengembangkan ide baru dalam
pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar pengadilan
oleh lembaga sengeketa adat Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.

D. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif
tentang pembahasan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang dan rumusan
masalah di atas, serta membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari

permasalahan yang diajukan, maka penulis harus dibatasi. Penyusun hanya



membatasi objek dan ruang lingkup penelitian pada wilayah Desa Sintu
khususnya yang terletak di Bale Sangkep Desa (BSD) yang terdapat di Lombok

Tengah.



BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tnjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata,
yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum.
Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.®
Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh aturan hukum, dan larangan itu mengandung ancaman (sanksi) berupa
delik tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.”
Pompe mendefinisikan pemalsuan kriminal sebagai tindakan yang
dikriminalisasi berdasarkan undang-undang.®
R. Tresna Tindak pidana adalah setiap perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang melanggar suatu undang-undang atau ketentuan
hukum lainnya yang dikenakan tindak pidana.’
Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:'°
a. Harus ada perbuatan manusia.
b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam ketentuan

hukum.

® Adomi Chazawi, Pelsjoran Hukum Pidana 1, Jakerta: PT. Reje Grafindo, 2007, him. 69.
" 1smu Gunadi don Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jokarto: Kencana, 2014, him. 35.

& Adami Chazowi, Op.Cit, him. 72.

° Ibid., him. 73.

19 bid.



c. Perlu dibuktikan bahwa orang yang melakukan itu "bersalah”. Dengan
kata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab.
d. Perbuatan itu harus melawan hukum.
e. Harus ada ancaman hukuman menurut undang-undang atas perbuatan
tersebut.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Hukum Pidana Dalam pembahasan hukum pidana, kita melihat
banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
KUHP membagi tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok besar,
yaitu Buku kedua dan Buku Kketiga yang masing-masing merupakan
kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kegiatan kriminal dapat dibedakan
menurut kriteria tertentu, seperti:'*
a. Kejahatan (Misdrijft) dan Pelanggaran (Overtreding)

Alasan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran
ringan adalah bahwa pelanggaran ringan sifatnya kurang serius daripada
kejahatan. Hal ini tercermin dari ancaman hukuman bagi pelanggaran
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan
denda. Dalam Wetboek van Srafrecht (W.v.S) Belanda, di dalamnya
terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran.
Yang pertama biasanya disebut rechtdelicten dan yang kedua
wetsdelicten. Rechtsdelicten atau disebut dengan tindak pidana hukum
artinya, tidak semata sifat tercelanya saja yang dimasukkan dalam

undang-undang, tetapi pada dasarnya juga dilarang sebelum dituntut oleh

' Roeslan Saleh, Perbuston Pidana dan Pertanggungjewsbon Pidana dan Pengertion Dasor
dalom Hukum Pidane, Aksera Baru, Jokerta, 1983. him 75.



undang-undang dalam merumuskan suatu tindak pidana. Ada kejahatan-
kejahatan yang bersifat tercela (melawan hukum) sebelum dicatat, tetapi
kejahatan terhadap masyarakat bertentangan dengan hukum substantif,
dan sebaliknya, setelah perbuatan itu ditetapkan, barulah Tercelanya
perbuatan itu oleh hukum.

. Delik formil dan Delik materiil

Secara umum, kata delik dalam KUHP adalah rumusan yang telah
selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana
administrasi adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa
sehingga arti larangan yang diberlakukan adalah melakukan perbuatan
tertentu. Rumusan delik formil tidak mensyaratkan atau
memperhitungkan terjadinya suatu rangkaian peristiwa tertentu sebagai
syarat selesainya suatu tindak pidana, melainkan hanya perbuatan.
Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) Karena selesainya pencurian
tergantung pada selesainya akta. Di sisi lain, pelanggaran substantif
larangan inti adalah terjadinya hasil yang dilarang. Oleh karena itu,
mereka yang menyebabkan akibat yang dilarang akan dimintai
pertanggungjawaban dan dihukum.

. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang dilakukan atau
yang melibatkan niat dalam komposisinya. Di samping tindak pidana
yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya
Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP

(yang diketahui). Tindak pidana Kelalaian, di sisi lain, adalah kejahatan
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yang mencakup unsur kelalaian (negligence), ketidak hati-hatian, dan
bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa
ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya
berupa tindakan aktif (positif). Tindakan aktif adalah tindakan yang
membutuhkan gerakan tubuh seseorang untuk melakukannya.

. Tindak Pidana Terjadi Seketika (Aflopende Delicten) dan Tindak Pidana
Berlangsung Terus (Voortdurende Delicten).

Tindak pidana yang dirumuskan untuk terwujud atau terjadi
dalam waktu yang singkat atau seketika disebut juga afropende derikten.
Misalnya, setelah alur cerita selesai, kejahatannya benar-benar selesai. Di
lain pihak, kejahatan yang dirumuskan untuk bertahan lama, yaitu
kejahatan yang berlanjut setelah perbuatan itu dilakukan, disebut juga
sebagai voordurende delicten.

. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

. Tindak pidana umum adalah semua kejahatan yang termasuk dalam
KUHP sebagai kodifikasi KUHP substantif (KUHP 11 dan Il1). Semua
tindakan kriminal yang tidak terkodifikasi dianggap sebagai pelanggaran
khusus.

. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya
(Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten). Delik yang
ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka

berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada
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waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman
pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu,
misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini
disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan
(Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

I. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan
penuntutan pidana dari pembuatnya untuk melaporkan tindak pidana
tersebut kepada yang berhak. Kebanyakan kejahatan adalah kejahatan
biasa yang dirancang untuk melakukannya. Delik menuduh adalah orang
yang berhak menuduh, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata
(Pasal 72) atau dalam hal tertentu anggota keluarga tertentu (Pasal 73)
atau atas pengaduan orang yang berwenang

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Menurut Simons, kejahatan memiliki dua komponen: komponen
objektif dan komponen subjektif. Faktor obyektif dapat mencakup tindakan
orang, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, dan keadaan khusus
yang menyertai tindakan tersebut. Elemen subyektif: siapa yang bisa
bertanggung jawab, adanya rasa bersalah. Kesalahan dapat dikaitkan dengan
hasil tindakan atau keadaan di mana tindakan itu dilakukan.*?

Unsur pidana dapat dibedakan setidaknya dalam dua cara:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

12 }smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Jokerto: Kencana, 2014, him. 40.
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1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh hukum.
Diancam dengan hukuman memperjelas bahwa tindakan tersebut belum
tentu benar-benar dapat dihukum. Pengertian pidana pidana bersifat
umum dan berarti pidana itu dijatuhkan secara umum.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

1. Kelakuan (orang yang).

2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum - Diancam bukan hukuman.
3. Dilakukan oleh orang (yang dapat)

4. Dipersalahkan/kesalahan.*®

Padahal, unsur-unsur yang terpancar dari kedua tokoh tersebut
memiliki kesamaan. Dengan kata lain, itu tidak membedakan antara
elemen perilaku dan orang yang berhubungan.

. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.

Buku Il KUHP berisi bahasa untuk delik tertentu yang termasuk
dalam kategori kejahatan, dan Buku Il berisi kejahatan. Dari susunan
kata khusus delik dalam KUHP jelas ada 11 unsur kejahatan.**

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.

4. Unsur akibat konstitutif.

13 Ademi Chazawi, Op.Cit, h. 81.
¥ Ibid., him. 82.
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5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Objek unsur hukum tindak pidana.
10.  Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11.  Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan
1 Pengertian tindak pidana ringan

Pelanggaran ringan berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP diancam
dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda
paling banyak Rp7.500 (dengan penyesuaian) dan hinaan ringan, kecuali
pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan pengertian di atas, pelanggaran dapat dipahami sebagai
perkara pidana dengan pidana penjara paling lama atau pidana penjara
paling lama 3 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.500. Oleh
karena itu, apa yang dianggap sebagai pelanggaran ringan sebagaimana
dipahami oleh KUHAP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan.

Pasal 302 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan
Pasal 352 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan

Pasal 364 tentang pencurian ringan

Pasal 373 tentang penggelapan ringan

Pasal 379 tentang penipuan ringan

Pasal 384 tentang penipuan dalam penjualan

Pasal 407 Ayat (1) tentang perusakan barang

Pasal 482 tentang penadahan ringan
Pasal 315 tentang penghinaan ringan

= oQ o o0 oo
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Nota kesepakatan 2012 menyatakan bahwa pelanggaran ringan
adalah pelanggaran yang diatur oleh Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482
KUHP, sampai dengan dan termasuk di dalamnya hukuman tiga bulan
penjara atau denda. 10.000 (sepuluh) kali lipat dari denda.™

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, jelas bahwa tipiring
merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana
penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp7.500 (dengan
penyesuaian) dan penghinaan ringan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) tidak menjelaskan tindak pidana
yang termasuk dalam penuntutan yang dipercepat. Namun, KUHAP
menetapkan standar untuk "ancaman pidananya".

Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 Ayat (1)
KUHAP: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana
ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan
paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima
ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam
Paragraf 2 Bagian ini.”

2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) adalah:
a  Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 )
Barang siapa mengganggu ketenteraman dengan sengaja

meneriakkan atau memasang tanda peringatan palsu, diancam dengan

> Horshop, Yohya. Pembohason Permasolohon don Penerapan KUHAP (Pemeriksaon
Sidang Pengadilon, Bonding, Kasasi, don Peninjouon Kembali). Sinor Grofik, Jakorta, 2010. hIm.56.
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pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak
sembilan ratus rupiah (Rp. 900 rupiah).
Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang
diizinkan dengan menimbulkan gangguan atau kebisingan diancam
dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak
sembilan ratus rupiah (Rp. 900 rupiah).

Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 )

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan
yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang
diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan
kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama
satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu
delapan ratus rupiah).

Merintangi jalan (Pasal 178 )

Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau merintangi
masuknya atau pemindahan jenazah ke kuburan yang diizinkan, diancam
dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda
paling banyak seribu delapan ratus rupiah (Rp. 1.800 rupiah).

Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalan sidang pengadilan
atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya
yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintaholeh atau atas

nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling
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lama tigga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu

delapan ratus rupiah).

Merusak surat maklumat (Pasal 219)

Barangsiapa melawan hukum merobek, membuat tak dapat
dibaca atau merusak maklumat yang diumukan atas nama penguasa yang
berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud
untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi mkalumat itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau
pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu limaratus rupiah).
Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal
231 Ayat (4)

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan
penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam satu
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus
rupiah).

Penganiayaan Binatang (Pasal 302 Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah)
karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas,
dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan
kesehatannya,

2 barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak
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member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan,
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah
pengawasannnya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap fitnah atau hinaan yang disengaja selain pencemaran
tertulis, di muka umum, lisan atau tulisan, atau secara langsung, dengan
lisan atau perbuatan, atau dengan akta atau surat sembrono yang
ditujukan kepadanya Penghinaan disertai dengan pidana penjara paling
lama empat bulan dua minggu atau denda tidak melebihi 4.500 rupiah
(Rp. 4.500 rupiah)

Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 Ayat (1)

Barangsiapa menerbitkan tulisan atau foto yang isinya menghina
atau memfitnah nama orang yang meninggal dengan maksud agar isi
surat atau foto itu diketahui atau diketahui umum. paling lama satu bulan
dua minggu atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus
rupiah).

Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334
Ayat (1)

Barang siapa secara melawan hukum merampas kemerdekaan
seseorang atau merampas kemerdekaannya lebih lanjut diancam dengan
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 300
(tiga ratus rupiah).

Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ).

Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau cacat dalam
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pelaksanaan pekerjaan atau penggeledahan dianggap penganiayaan
ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

m. Pencurian ringan (Pasal 364 ).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363
butir4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363
butir5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih
dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling
banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n. Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan nilainya kurang dari
dua puluh lima rupiah (25 rupiah), penggelapan itu dianggap
penggelapan ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah (Rp. 250).

0. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga
daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (duapuluh
lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara
paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus
limapuluh rupiah).

p. Penerusakan Ringan (Pasal 407 Ayat (1) dan Pasal 497).

Pasal 407 Ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25
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(dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga
bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh
rupiah).

Pasal 497 “diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375

(tiga ratus tujuh puluh lima rupiah):

3 Barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang
sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat
timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu
menambakkan senjata api,

4) Barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan- bahan
menyala.

C. Tinjauan Umum Mediasi Penal
1. Pengertian Mediasi Penal

Sebelum mempelajari mediasi penal, pertimbangkan pentingnya
mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan di
mana pihak-pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak

yang berselisih untuk mencapai penyelesaian damai.*®
Bentuk lain dari penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara
etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti
berada di antara. Makna ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pihak
ketiga sebagai mediator dalam memenuhi kewajibannya untuk menengahi
dan menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Berada di tengah juga

berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam

1 Khotbul Umam, Penyelession Sengketo di Luor Pengadilon, Penerbit Pustoko
Yustisio, Yogyakarta, 2010. him.10.



20

menyelesaikan sengketa. la harus mampu secara adil dan tidak memihak
melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa untuk meningkatkan
kepercayaan mereka.’

Beberapa literatur menyebutkan bahwa kata mediation berasal dari
bahasa Inggris mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang
melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa
penengah.'® Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai "“proses
pemecahan masalah yang dinegosiasikan di mana pihak luar yang tidak
memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu
mencapai kesepakatan yang memuaskan."*® Menurut Gunawan Widjaja,
mediasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip
otonomi melalui negosiasi.

b. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk
mencari solusi.

c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang
bersengketa.

d. Arbiter tidak dapat memberikan keputusan selama negosiasi.

e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan suatu

kesimpulan yang dapat diterima dari para pihak yang bersengketa.?

7" Made Widnyans, Alternatif Penyelescion Sengekst (ADR), Indonesio Business Low

Centre ICBL, Jakerts, 2007. him. 2.

18 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelession Sengketo Diluar Pengadilan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003. him.79.

9 Goarry  Goospaster, Negoisasi don Medissi: ~ Sebush  Pedomon  Negoisasi  don
Penyelession Sengketo Melalui Negoisesi, ELIPS Project, Jokarts,1993 him.201.

% Gunawsn Widjojo, Alternatif Penyelession Sengkets, Rajagrafindo persada, Jokarts,
2002. him.59.



21

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan
pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal. Dari perspektif
terminologinya Mediasi Penal dikenal dengan istilah mediation in
criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation,
offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda), der
AuBergerichtliche Tatausgleich (Jerman), de  mediation penale
(Perancis).”* Menurut Ms. Toulemonde, (Menteri Kehakiman Prancis)
mediasi penal adalah "alternatif dari penuntutan pidana yang menawarkan
kemungkinan penyelesaian yang dirundingkan antara pelaku dan korban
kejahatan".”* Sedangkan Martin Wright mengartikan Mediasi penal
sebagai “a process in which victim(s) and offender(s) communicate with
the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or
indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs
and feelings and offender(s) to accept and act on their
responsibilities”.?® (Proses dimana korban dan pelaku kejahatan bertemu
dan berhubungan, secara langsung atau tidak langsung dengan bantuan
pihak ketiga, untuk memungkinkan mereka menerima dan bertanggung
jawab atas tindakan mereka.).

. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal
Berdasarkan Komprasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa

negara, Barda Nawawi dalam bukunya Ridwan Mansyur mengkategorikan

2 Lilik Mulyadi, “Mediosi Penal” Dalom SistemPeradilon Pidona Pengkajion Asas,

Norma, dan Praktik,Makaloh Seminar hasil penelition tentong, “Mediosi Penal Dalom  Sistem
Peradilon  Pideno di  Indonesia”, yang diselenggeraken oleh  Pusét  Penelition  dan
Pengembangon Hukum don Peradilon Badan Litbang Diklst Kumdil Meéehkamsh Agung RI,
pado tanggal 26 Oktober 2011, Jakarts, him.1

“2| Made Agus Mahendra Iswara, Op.Cit, him.51
#0p.Cit. him. 1
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mediasi penal menjadi enam model atau bentuk.
a. Informal Mediation
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana

(criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu :

1) Penuntut akan mengundang para pihak untuk penyelesaian informal
dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan jika para pihak mencapai
kesepakatan.

2) Pekerja sosial atau petugas pengawas yang percaya bahwa kontak
dengan korban memiliki dampak yang lebih besar pada pelaku.

3) Pejabat polisi mencari perselisihan keluarga yang bisa menenangkan
situasi tanpa memulai penuntutan pidana.

4) Seorang hakim juga dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan
dan mengesampingkan kasus tersebut. Jenis intervensi informal ini
umum di semua yurisdiksi.

b. Traditional Village or Tribal Moots
Menurut model ini, masyarakat secara keseluruhan bersatu untuk
menyelesaikan sengketa pidana perdata. Model ini ada di beberapa
negara berkembang dan di daerah pedesaan dan terpencil. Model ini
bermanfaat bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum Barat
dan telah mempengaruhi sebagian besar program mediasi modern.

Mereka sering mencoba untuk memperkenalkan keuntungan dari

perdebatan suku.

c. Victim-offender mediation

Dalam model ini, berbagai pihak bertemu di hadapan mediator
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yang ditunjuk. Model ini memiliki banyak variasi. Seorang mediator
dapat berupa pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi
keduanya. Mediasi ini dapat terjadi pada setiap tahap proses: tahap bias
penuntutan, tahap kebijakan polisi, tahap pemidanaan, atau pasca
pemidanaan. Beberapa dari model ini berlaku untuk semua jenis
penjahat, beberapa berlaku khusus untuk anak-anak, dan yang lain
berlaku untuk jenis kejahatan tertentu (pencurian, perampokan, kejahatan
kekerasan, dil). Beberapa ditujukan terutama untuk pelaku anak serta
pelaku yang tidak berpengalaman. Bahkan untuk penjahat dan kambuh.
. Reparation negotiation programmes

Model ini dimaksudkan hanya untuk menaksir atau menilai ganti
rugi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada
korban, biasanya dalam sidang pengadilan. Program ini tidak melibatkan
koordinasi antar pihak, hanya perencanaan perbaikan yang signifikan.
Dalam model ini, pelaku kejahatan mungkin memenuhi syarat untuk
program kerja yang memungkinkan mereka untuk menyimpan uang
untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
. Community panels or courts

Model ini merupakan program untuk memindahkan kasus pidana
dari penuntutan dan persidangan ke proses masyarakat yang lebih
fleksibel dan informal, seringkali termasuk unsur mediasi dan negosiasi.
Pejabat pemerintah daerah dapat memiliki badan/lembaga mediasi

sendiri.
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f. Family and community group conferences
Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand dan
mencakup partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak
hanya berdampak pada korban dan pelaku kejahatan, tetapi juga keluarga
pelaku dan anggota masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi
dan hakim pengadilan anak), dan pendukung korban. kesepakatan yang
akan memuaskan korban dan membantu menyelamatkan pelaku dari
masalah dan masalah lebih lanjut.?*
3. Prinsip dan Ide Mediasi Penal
Mediasi penal merupakan dimensi baru yang perlu digali baik secara
teoritis maupun praktis. Dilihat dari aspek praktis, Mediasi Penal berkorelasi
dengan kinerja peradilan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus
dengan segala bentuk dan variasi yang dibawa ke pengadilan, dan akibatnya,
pengadilan yang menyelidiki kasus menurut prinsip peradilan sederhana,
cepat dan murah tanpa mencapai tujuan keadilan, dipaksa untuk
memutuskan artinya, mereka harus mengorbankan kepastian hukum,
kemanfaatan, dan keadilan.”®
Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :
a. Penanganan konflik (Conflict Handling)
Tugas mediator adalah mendorong para pihak untuk melupakan
kerangka hukum dan berpartisipasi dalam proses komunikasi. Ini
didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan menyebabkan konflik dalam

hubungan. Proses mediasi bertujuan untuk konflik ini.

2 Ridwan Mansyur, Op.Cit, hIm.171-173.
% Ridwan Mansyur, Op.Cit, him.171-173.
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b. Berorientasi pada proses (Process Orientation)

Mediasi penal berfokus pada kualitas proses daripada hasil.
Yakni, menyadarkan para penjahat akan kesalahannya, menyelesaikan
kebutuhan konflik, menenangkan korban yang ketakutan, dan
sebagainya.

c. Proses informal (Informal Proceeding)

Mediasi penal adalah proses informal, non-birokratis, dan
melewati proses hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and Autonomous
Participation).

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek
dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang
mempunyai.?® Tanggung jawab pribadi dan kapasitas untuk bertindak.
Mereka diharapkan untuk bertindak atas kehendak bebas mereka
sendiri.”’

Dalam hukum pidana, proses penyelesaian perkara di luar
pengadilan dengan mediasi berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di
luar pengadilan dengan mediasi menggunakan Mediasi Penal. Dalam hukum
perdata, mediasi terutama digunakan dalam masalah uang, sedangkan dalam
hukum pidana menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Adapun
pihak-pihak yang terlibat, mediasi perdata biasanya melibatkan pihak yang
terlibat langsung dalam sengketa atau pihak kedua yang berkepentingan,

sedangkan dalam Mediasi Penal pihak-pihak yang terlibat tidak hanya

% Made Agus Mahendra Iswara, Op. Cit, him.52.
27 Op.Cit,him.52-53.
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pelaku, korban tetapi juga jaksa lebih rumit. masyarakat yang lebih luas.?
Mediasi dalam hukum pidana adalah tata cara penyelesaian perkara
pidana dengan mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban untuk
mencapai kesepakatan damai atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dan
ganti kerugian yang akan diberikan kepada korban. musyawarah (arbitrase)
diarbitrase oleh arbiter yang lebih tinggi dari lembaga penegak hukum,

pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat.

% Op.Cit, hIm.53.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang
menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari
wawancara maupun perilaku dunia nyata dari pengamatan langsung. Penelitian
empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku manusia berupa
artefak fisik dan arsip.”

Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam bentuk nilai dan
sifat/perilaku (hukum tidak ada nilainya), dari perspektif yurisprudensi empiris,
mengkaji aspek normatif hukum, serta hukum. dapat dipelajari dari sudut
pandang hukum. Aspek empirisnya adalah bahwa hukum sebenarnya ada
dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini berfungsi sebagai panduan untuk
mempertimbangkan pelaksanaan di lapangan dan hambatan untuk menarik
kesimpulan untuk mengembangkan gagasan tentang penerapan penyelesaian di
luar pengadilan dalam pengaturan desa kasus ini.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan sosio legal

Sosio legal adalah pendekatan penelitian hukum dengan bantuan

# Mukti Fojor don Yulianto Achmad, Duslisme Penelition Hukum Empiris & Normatif,
Pustake Pelojor, 2010, him.280.
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iImu-ilmu sosial.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a Data Primer
Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data
lapangan diperoleh dari responden. Singkat cerita, Ketua Bale Sangkep
Suhaili dan kelompok masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan peneliti. Responden adalah orang atau komunitas yang terlibat
langsung dalam masalah informasi, orang atau individu yang, sejauh
pengetahuan mereka, memberikan informasi data yang diperlukan dan
tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuai keinginan peneliti.*°.
b. Data Sekunder
Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang relevan
dengan pertanyaan penelitian. Data sekunder meliputi dokumen resmi,
buku, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.**
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a Data Lapangan
Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi
penelitian. Yakni, berlokasi di Bale Sangkep, Desa Sintung, Kecamatan

Pringarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang menangani kasus pidana

%0 Wawancara, dengan Bapak Suhalili seloku Ketuo Bale Sangkep Desa Sintung, 05 Jonuari
2022.
*!bid.,hlm. 30
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ringan.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan
melihat atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data atau
oleh orang lain dari subjek data. Dokumentasi adalah metode yang dapat
digunakan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran besar dari
sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang
ditulis atau diproduksi langsung oleh subjek yang bersangkutan.®
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan
dalam penelitian ini untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:
1. Teknik Dokumentasi

Penelitian dokumen menggunakan teknik sumber data yang sudah lama
ada untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi data.

Dokumentasi adalah menyalin bahan-bahan yang ditulis tentang topik
penelitian, mengklasifikasikannya dalam bentuk buku, arsip, dll, memperjelasnya,
dan mengumpulkan data.

2. Teknik Wawancara

Saat melakukan wawancara, itu bukan alat lain atau alat khusus, tetapi
tambahan metode dan teknik lain. Wawancara adalah percakapan tatap muka
yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual untuk menilai dan
mengevaluasi karakter seseorang atau untuk tujuan tertentu.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan Desa

%2 Horis Herdiansyoh, Metodologi Peneltion Kualitatif, Solemba Humonika, Jakorta, 2019,
hal. 143
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Sintung di Kecamatan Pringgarate Lombok Tengah. Pengelola bale Desa
Sangkep, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jenis wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana
peneliti bertanya semakin bebas tanpa terikat oleh struktur pertanyaan yang
diarsipkan.
E. Analisisa Data
Meskipun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah
metode kualitatif, analisis kualitatif mengacu pada analisis data deskriptif,
yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan prosedur
survei yang menghasilkan tindakan nyata. Saya meneliti dan mempelajari.
Meskipun analisis kualitatif menggunakan model interaktif, komponen
reduksi data, penyajian data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data,
dan ketiga komponen berinteraksi setelah data terkumpul. Lanjutkan

pemeriksaan pengumpulan data.



